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Melaporkan pajak:

Masa atau Tahunan
Batas waktu
Tempat dan sarana
Sanksi : denda

Hak wWpP

Hak WP:

- Upaya hukum
-  Mengangsur

Wewenang DIP:

- Penagihan Pajak




SKEMA PPh
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Pembelian biaya

komersial

v

Biaya Fiskal

Biaya non fiskal
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Final penghasilan tertentu
Dipotong pihak

Pasal 4 ayat 2 ET
15 Omzet bruto
x tarif ttn

Pasal
Pasal 22 ttn

Dibawah omset 4,8M
Divedien diterima OP

Disetor sendiri

Dipotong pihak lain:
Terutang PPh Non Final atas jumlah neto:
21,22,23 824
Omzet minus biaya fiscal minus kompensasi

(omzet x norma) minus PTKP
Penghasilan minus biaya jabatan dan PTKP

PPh Terutang : PKP x tarif Setor sendiri:

PPh Pasal 25 8§29

Kewajiban sebgai pemotong Memotong, menyetor dan

pajak melaporkan pajak yang dipotong

PPh Pasal 21 : orang pribadi DN atas imbalan jasa, pekerjaan & kegiatan
PPh Pasal 22 : Pembelian APBN / APBD Badan ttn & pengumpul

PPh Pasal 23 : Capital Incone, sewa dan jasa

PPh Pasal 26 : Pembayaran ke WP Luar negri

PPh Pasal 4 ayat 2 : penghasilan final tertentu

PPh Pasal 15 : Pelayaran & penerbangan
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SUBJEK PAJAK

adalahpihakyangdikenakanpajakpenghasilanapabilamenerimapenghasilan
yangmenjadiobjekpajakpenghasilan
Phak yang termasuk subjek pajak menurut Pasal 2 ayat (1) UU PPh:

1. Orang Pribadi / warisan yang belum terbagi sebgai satu kesatuan menggantikan yang
berhak

2. Badan : sekumpulan orang / modal yang merupakan kesatuanbaik yang melakukan
usaha / tidak (PT, Firma, BUMN, BUMD, Koperasi, Dana Pensiun, dll)

3. BUT : segala bentuk usaha yang dilakukan oleh orang / badan luar negri di Indonesia
(Cabang perusahaan, kantor perwakilan, Gedung kantor, pabrik, bengkel, dll)
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1. Orangpribadi

A Bertempattinggaldi Indonesia

Identlfl kaS| Sbjek A Beradadi Indonesia > 183ari dalamjangka
PajakDN

waktu 12 bulan, atau

A Beradadi Indonesia darberniat bertempat

tinggal di Indonesia

Pasal 2 ayat (3) UU PPh 2. Badan

Didirikandi Indonesia /berkedudukandi

Indoneisa

3. Warisanyangbelumterbagisebagaisatu

kesatuanmenggantikanyangberhak
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1. orangpribadiyangtidak bertempattinggal di Indonesia,

orangpribadiyangberadadi Indonesiatidak lebih dari 183
hari dalamjangkawaktu 12 bulan, dan badan yangdak

| d e nt|f| kasi Su b] e k didirikandan tidak bertempat kedudukandi Indonesiayang

menjalankanusahaatau melakukankegiatanmelaluibentuk

P aj a.kL N usahatetap di Indonesia;

. orangpribadiyangtidak bertempat tinggal di Indonesia,
Pasal2ayat (4) UWPPh orangpribadiyangberadadi Indonesiatidak lebih dari 183
hari dalamjangkawaktu 12 bulan, dan badan yanggdak

didirikkandantidak bertempat kedudukandi Indonesia yang

dapatmenerimaatau memperolehpenghasilandari

Indonesiatidak dari menjalankanusahaatau melakukan

kegiatanmelaluibentuk usahatetap di Indonesia.
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PerbedaanSubjekPajak(Pasal2 ayat2 UUPPhH)

SUBJEK PAJAK DN SUBJEK PAJAK LN

A Dikenakanpajakatas penghasilanyang A Dikenakanpajakatas penghasilanyang
diterima/ diperolehdarilndonesia /luar berasaldari Indonesia

A DPPberdasarkanpenghasilanneto A DPPberdasarkanpenghasilanbruto
dengantarif umum kecualipenghasilanttn dengantarif pajaksepadan

) berdasarpenghsilanbruto A Tidakwajib menyampaikanSPTPPh

A WajibmenyampaikanSPTPPhsebagal karenapemotonganpajakbersifat final
saranamenetapkanpajakterutang A Pemenuhankewajiabanperpajakn= WP

badan DN
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Mulai dan BerakhirnyaSubjekPajak

St

OrangPribadiDN Lahir,berada/ berniattinggal di Meninggaldunia / meninggalkan
Indonesia Indonesiaselama- lamanya
Badan DN Didirikan/ berkedudukandi Dibubarkan/ tidak lagi
Indonesia berkedudukandi Indonesia
BUT Orangpribadi/ badanmenjalankan  Tidaklagi menjalankanusaha/
usaha/ melakukankegiatan melakukankegiatan
SubjekPajakLN Menerima/ memperoleh Tidaklagimenerima/
penghasilandari Indoneisa memperolehpenghasilan
Warisanbelumterbagi Timbulnyawarisanyangbelum Warisantelah terbagi
terbagi
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OBJEK PAJAK

A Imbalanatasjasa(gaji, upah, honor,dsb

A Hafiah

A Labausaha

A Keuntungandari[enjualan/ pengalihanharta
A Bunga

A Dividen

A Royalti

A Sewa,dll




SumberPenghasilan

w0 D

Usaha : usaha industry, perdaganagn dan jasa
Pekerjaan : gaji, upah, uang saku, uang lembur, dsb
Modal : sewa, bunga, dividen, royalty , dsb

Penghasilan lain : hadiah, penghapusan hutang

£ PRADITA
University




£ PRADITA
University

Perbedaan Objek Pajak

PENGHASILAN SEBAGAI OBBEPK PENGHASILAN BUKAN OBHHAG
A Pasal4 ayat (1) UUPPh Pasal4 ayat (2) UUPPh

Setiaptambahankemampuanekonomis Jenispeng hasilanyang bukan objek

yangdiperolehWP,baik bersaldari : _
Indonesia /luar, yangdapat dipakaiuntuk PPh sehinggapenerimaan

konsumsi/ menambahkekayaanWP yang penghaSilanterseb_Ut tida_k |
bersangkutandengannamadan dalam terutangPPhmeskipunditerima oleh

bentuk apapun subjekpajak
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PPh FINAL

adalahpajakpenghasilanyang pengenaannyasudahfinal
(berakhir) sehinggatidak dapat dikreditkan (dikurangkar)

dari total pajak penghasilanterutang pada akhir tahun
pajak

Pengelompokarsbb:

1. PPh atas penghasilan dari usaha yang dterima /
diperolehWP yangmemiliki peredaranbruto ttn

2. PPhPasall5 UUPPhuntuk usahattn
3. PPhPasal4 ayat (2) UUPPh
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FINAL TIDAK FINAL
Apenghasilan tidak digabungkan dengan A penghasilan digabungkan dengan penghasilan
penghasilan lain yang dikenai tarif umum  lainyangdikenaitarif umum.

dalam SPTTahunanPPhBadan

Abiaya sehubungan untuk menghasilkan A Biayadapat dikurangkan
menagih dan memelihara penghasilan yang

dlkenalPPhtldak dapatdikurangi

Abukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan Abukti_ potong dapat diperhitungkan sebagai
sebagaikredit pajak bagi pihak yang dipotong kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau

danatau dipungut dipungut

A Tarif PPh final diatur berdasarkan Peraturan A tarif pajak PPh tidak final menggunakan tarif
Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri umum Pasall7 UUPPh
Keuangan(KMK)
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TujuanPengenaarPPhFinal

Sebagaupayamendorongperkembangannvestasidantabunganmasy
Kesederhanaamalam pemungutanpajak
Mengurangibebanadministrasiperpajakanbagi DJPmaupunwajib paja
sendiri

Upayapemerataanpengenaanpajak

Sebagaiangkahdalammemerhatikanperkembanganekonomidan mon
manaatas penghasilan penghasilantersebut perlu diberikanperlakuan

tersendiridalam pengenaanpajaknya
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Tarif PPh Final

PPhTerutangsebulan= Tarif x DPBebulan

= 0,5% yeredaranbruto usahasebulan

Keterangan:
Tarif : WP yang memiliki peredaran bruto tertentu sebesar 0,5%

DPP : imbalan / nilai berupa nilai uang yang diperoleh sebelum dikurangi potongan tunai /
potongan sejenisnya.
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Wajib pajak A pada tahun 2018 memiliki peredaran
bruto usaha sebesar Rp. 1.000.000.000. Pada bulan
Januari 2019 memperoleh peredaran bruto sebesar

Rp. 109.000.000 potonganpenjualanRp. 4.000.000
Diminta: Hitung PPhFinal!

Jawab

DPPPPhFina :0,5%x Rp.109.000.000

' Rp. 545.000
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Tarif PPhFinal Terbaru

@ 1. MATERI PAJAK PENGHASILAN

wonmn s 3. Batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi
Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan
memiliki peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh.
llustrasi penghitungan pajak Tuan A pengusaha toko kelontong pada Tahun Pajak 2022:

Peredaran Usaha | Feredaran Usaha 7Pu-diitf&ub Peredaran = PPhfinal |PPh final terutang
No l Bulan (Rp) Kumulatif Tidak Kena Pajak | Usaha Kena Setelah UuU HPP
_ (Rp) _ (Rp) . Pajak (Rp) | UUHPP (Rp) | (Rp)
1 Uanuari 100.000.000 100.000.000 0 o 500,000
2 Februari 100.000.000 200.000.000 0 0 500,000
3 Maret . 100.000.000 300.000.000 0 0 500,000
4 April _ 100.000.000 400.000.000 0 0 500,000
5 Mei . 100.000.000, 500.000.000 500.000.000 0 o 500,000
6 Juni . 100.000.000 600.000.000 100.000.000 500,000 500,000
7 Juli | 100.000.000 700.000.000 100.000.000| 500,000 500,000
8 Agustus 100.000.000 800.000.000 100.000.000 500,000 500,000
9 September 100.000.000 900.000.000 100.000.000 500,000 500,000
10 Oktober 100.000.000 1.000.000.000 100.000.000, 500,000 500,000
11 November 100.000.000 1.100.000.000 100.000.000 500,000 500,000
12 Desember 100.000.000 1.200.000.000 100.000.000 500.00Q 500,000
Jumiah | 1,200.000. 700.000.000 3,500,000 6,000,000
Dengan berlakunya UU HPP:

« Sampai dengan 5 bulan pertama penghasilan Tuan A belum mencapai Rp500 juta sehingga belum membayar pajak
« Beban pajak yang harus dibayar Tuan A menjadi berkurang Rp2,5 juta dari sebelumnya Rp#8 juta menjadi Rp3,5 juta
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MATERI PAJAK PENGHASILAN

5. Penambahan Objek PPh final Pasal 4 ayat (2)

Ketentuan existing belum mengatur perlakuan PPh atas penghasilan berupa bunga atau diskonto surat
berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang secara tegas serta perbedaan pemotongan
pajak yang lebih tinggi dibandingkan instrumen pasar modal (obligasi dan SUN/SBSN) menimbulkan
keengganan pelaku pasar, khususnya nonbank, untuk melakukan transaksi atas instrumen pasar uang di
pasar sekunder.

Oleh karena itu RUU HPP, mengatur penghasilan tersebut untuk dikenai PPh Final yang akan diatur tarif dan
dasar pengenaan pajaknya dalam PP, dengan harapan dapat mendorong pendalaman sektor pasar uang.

KEMENTERIAN KEUANGAN

Substansi pengaturan:

UU 36 Tahun 2008 UU HPP

mengatur bahwa penghasilan berupa bunga atau
diskonto surat berharga jangka pendek yang
diperdagangkan di pasar uang dikenai PPh Final
belum diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a,
yang diatur lebih lanjut dalam atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Pasal Terdampak
* Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah

—
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PENGHASILAN DILUAR FINA

sy

g .
« ‘ Penghasilan Kena Pajak (PKP berasal dari:
y) \\ 1. Orang Pribadi

N
\)é 2. Badan
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Tarif

PPhterutang =tarif Pasall7 UUPPhx PKP
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MATERI PAJAK PENGHASILAN
1. Tarif PPh orang pribadi
Perubahan tarif dan bracket Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan.
Lapisan UU PPh UU HPP
Tarif Rentang Penghasilan Tarif Rentang Penghasilan Tarif

I 0 - Rp 50 juta 5% 0 - Rp 60 juta 5%

[l >Rp 50 - 250 juta 15% >Rp 60 - 250 juta 15%

Il >Rp 250-500 juta 25% >Rp 250-500 juta 25%

v >Rp 500 juta 30% >Rp 500 juta - 5 miliar 30%

V >Rp 5 miliar 35%
Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi
batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam RUU HPP, besaran PTKP tidak berubah yaitu bagi orang pribadi lajang sebesar Rp4,5 juta per
bulan atau Rp54 Juta per tahun. Tambahan sebesar Rp4,5 juta diberikan untuk Wajib Pajak yang kawin
dan masih ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.

Pasal Terdampak

 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah

* Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (3) diubah

—
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Pengh ilan r u XXX

RUMUS Gaji sebulan XXX
Tunjangan PPh XXX
Tunjangan danmn honorarium lainnyaskxx
Premi KK, JK, JHT, JPK dibayal >xxx
Premi asuransi yang dibayar perr XXX
Penerimaan dalam bentuk naturaa >xXXxXx -+
Penghasilan bruto XXX
Pengurangan:
Biayva jabatan (520 X penghasilan xxx
iuran pensiun/ THT/JHT (yvang dib xxx —+
Jumilah pengurangan XXX XK
Penghitungan PPh Pasal 21:
Penghasilan neto sebulan XXX
penghasilan neto setahun (x12) XXX
PTKP XXX -
PPh Pasal 21 yang terutangsesuai te XXX
PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan XXX
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llustrasi Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Asumsi penghitungan PPh untuk status WP OP lajang (TK/0) (dalam Rp)
Renghasilarg 5 Juta 9 Juta 10 Juta 15 Juta
Bulan
L AT 60 Juta 108 Juta 120 Juta 180 Juta
tahun
PTKP (TK/0) 54 Juta 54 Juta 54 Juta 54 Juta
Ph. Kena
Pajak (PKP) 6 Juta 54 Juta 66 Juta 126 Juta
UU PPh UU HPP UU PPh UU HPP UU PPh UU HPP UU PPh UU HPP

Perhitungan

5% x 6 Juta =

5% x 6 Juta =

5% x 50 Juta =

5% x 54 Juta =

5% x 50 Juta =

5% x 60 Juta =

5% x 50 Juta =

5% x 60 Juta =

300 ribu 300 ribu 2,5 Juta 2,7 Juta 2,5 Juta 3 Juta 2,5 luta 3 Juta
PPh Terutang
B N 15% x 4 Juta = N 15% x 16 Juta | 15% x 6 Juta= | 15% x 76 Juta 15% x 66 Juta
600 ribu = 2,4 Juta 900 ribu =11,4 Juta = 9,9 Juta
Total PPh : .
2 300 ribu 300 ribu 3,1 Juta 2,7 Juta 4,9 Juta 3,9 Juta 13,9 Juta 12,9 Juta
Terutang

= Perubahan tarif ini tidak menambah beban PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan s.d. Rp5 miliar setahun.
= Masyarakat berpenghasilan sampai dengan 4,5jt per bulan tetap tidak membayar PPh sama sekali.
= Data dari SPT tahun 2019, dari 11,5 juta WP yang melaporkan SPT hanya 4,9 juta WP yang membayar pajak
= Masyarakat dengan penghasilan di atas 4,5jt per bulan, mayoritas akan membayar pajak yang lebih rendah.
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. MATERI PAJAK PENGHASILAN
2. Pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan
Substansi perubahan:
UU 36 Tahun 2008 UuU HPP

Natura dan/atau kenikmatan secara umum bagi : » Natura dan/atau kenikmatan, secara umum bagi :

a. penerima/karyawan, dikecualikan sebagai objek PPh a. penerimal/karyawan, merupakan objek PPh (faxable) kecuali:
(non taxable) kecuali natura dan/atau kenikmatan 1) makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi
diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenai PPh Final seluruh pegawai;
atau menggunakan deemed profit Pasal 15 UU PPh 2) natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;

b. pemberi kerja, tidak dapat dibiayakan (non deductible) 3) natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja
kecuali natura dan/atau kenikmatan bagi seluruh dalam pelaksanaan pekerjaan;
pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk 4) natura dan/atau kenikmatan yang bersumber/dibiayai APBN/D/Desa; atau
natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang 5) natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. b. pemberi kerja, dapat dibiayakan (deductible).

« Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian natura/kenikmatan dari objek
pajak dan pembebanan biaya diatur dengan atau berdasarkan PP

ﬁ
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PenguranganPenghasilan

MATERI PAJAK PENGHASILAN

2. Pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan

Natura/Kenikmatan (Fringe Benefit)
Non Deductable ll: Deductable

Ketentuan UU PPh (UU 36/2008) yang mengatur natura/kenikmatan bukan objek PPh dan tidak dapat dibiayakan

(nontaxable-nondeductible), perlu disesuaikan karena:

a. Imbalan berupa natura yang bukan merupakan objek pajak, cenderung dinikmati oleh high level employee (direktur,
manajer dan komisaris).

b. Hal ini menimbulkan ketidakadilan horisontal karena penghasilan untuk pegawai yang biasanya berupa gaji/upah
dikenai PPh.

c. Potensi tax planning pemberi kerja yang memanfaatkan tarif PPh Badan < PPh Orang Pribadi dengan pemberian
imbalan berupa natura/kenikmatan.

KEMENTERIAN KEUANGAN

/Pasal Terdampak \
* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan penjelasannya diubah

* Pasal 4 ayat (3) huruf d diubah

* Pasal 6 ayat (1) huruf n dan penjelasannya ditambahkan

* Pasal 9 ayat (1) huruf e dihapus

N >

—




Tarif TerbaruBadan (WPB) * pRADITA

University

@) 1. MATERI PAJAK PENGHASILAN

Tarif PPh Badan ditetapkan tetap menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Tarif PPh Badan Perbandingan rata-rata Tarif PPh Badan
Tahun Pajak Tarif UU PPh | Tarif UU HPP Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021
Tahun 2020 - 2021 22% Rata-Rata OECD (%) 23985 2353 23,12 22,88 2281
Tahun 2022 dst. 20% 22% Rata-Rata Amerika (%) 2829 28,11 27,36 27,33 27,16
Rata-Rata G-20 2592 2529 24 90 24 60 2417
Rata-Rata ASEAN 2267 2267 22,67 22,17 22,17

Sumber KPMG. diolah

+ Kebijakan batas tidak kena pajak dan tarif telah dilakukan penyesuaian dalam UU HPP sesuai
perkembangan ekonomi Indonesia dan tren global

+ Terhadap pelaku usaha UMKM berbentuk badan dalam negeri tetap diberikan insentif penurunan tarif
sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Ps 31E.

+ Bagi WP orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, diberikan pengecualian pengenaan pajak
terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta.

» Oleh karena itu sesuai dengan salah satu tujuan UU HPP untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan

mempertimbangkan asas keadilan, Pemerintah perlu mempertahankan tarif PPh badan mulai Tahun Pajak
2022 sebesar 22%.
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PENYUSUTAN

Penyusutanfiskal diatur dalamPasalll Undang UndangPPh
denganmekanismesebagaiberikut:

A Metode garislurus (straight-line method) Pasalll Ayat (1)).
A Metode saldomenurun (declining balance methodP@salll Ayat

(2)).

Harta berwujud berupabangunan hanyadapatdisusutkandengan
metode garislurus

Harta berwujud lainnyaselainbangunan dapatdisusutkandengan
metode garislurus atau saldomenurun.
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Kelompok Asset Benwj Tanf Penyusutan

. . Bukan Bangunan
Tarif Penyusutan R o

Kelompok I 8 tahun 12,50%
Kelompok Il 16 tahun 6,20%
Kelompok IV 20 tahun oY%
. Bangunan

Permanen 20 tahun

Tidak Permanen 10 tahun
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Contoh Soal

WP Amembelisebuahbangunanpermanendengan
hargapembelianRp. 100.000.000 Bangunantersebut

mulai digunakanpadatanggal 1 Januarl016 dengan

masamanfaat 20 tahun.

Diminta: Hitung penyusutannyd
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Contoh Soal

WP Bmembelisebuahmesindenganharga
pembelianRp. 150.000.000 Mesintersebut mulai

digunakanpadatanggal 1 Januar2016 denganmasa

manfaat 4 tahun.

Diminta: Hitung penyusutannyd
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AMORTISASI

Adalah pengeluaran untuk memperoleh assets tak
berwudud dan pengeluaran lainnya termasuk
perpanjangan hak atas tanah yang mempunyai masa

manfaat lebih > 1tahun, baik menggunakanmetode garis
lurus maupunsaldomenrun



Tarif Amortisasi
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. Tanf Penyusttan
Kelompok Asset Berwujud) Masa Manfaat s s et Ve
Kiompok { Atahun il alll
Kelompok | B taun 1250% ol
Kelompok 16 ahun b2 1290
Kelompok [V 20tahun ol 10%
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Contoh Soal

PT.Alfino padatanggal 2 Januar2016 mengeluarkan
uang Rp. 200.000.00ntuk memperolehwaralaba
KFCselama4 tahun untuk memproduksiayamgoreng
KFC.

Diminta: Hitung amortisasidenganmenggunakan

metode garis kurus darsaldomenurun!
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6. Penyesuaian ketentuan penyusutan dan amortisasi

Memperhatikan perkembangan saat ini, banyak Wajib Pajak yang memiliki bangunan permanen dan juga

harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun seperti hak konsesi jalan tol.

Oleh karena itu perlu:

a. Penyelarasan masa pembebanan penyusutan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20
tahun sesuai dengan masa manfaat sebenarnya

b. Penyelarasan masa pembebanan biaya amortisasi sesuai dengan masa manfaat sebenarnya

Substansi Pengaturan:

UU 36 Tahun 2008 Uu HPP

- Masa Manfaat untuk bangunan [+ Memberikan pilihan bagi Waijib Pajak dapat membebankan
permanen adalah 20 Tahun biaya penyusutan bangunan permanen dan amortisasi

» Masa Manfaat kelompok IV harta tak harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari
berwujud adalah 20 Tahun 20 tahun sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya

berdasarkan pembukuan Wajib Pajak
» Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP

Pasal Terdampak

* Pasal 11 ayat (6a) dan Pasal 11A ayat (2a) ditambahkan

* Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 11A ayat (1a) diubah

* Pasal 11 ayat (11) dihapus




BATAS WAKTU
PEMBAYARAN
DAN PELAPORAN
SPT MASA

Pikecualian dari kewajiban
mderllyﬁmpalkan SPT Masa PPh Pasal 25
adalah:

AWP OP yang tidak menjalankan usaha
atau tidak melakukanpekerjaanbebas

AWP OP yang dalam satu tahun Pajak
menerima atau me_mgl)_eroleh penghasilan
neto tidak melebihi PTKP (kepada WP ini
juga dikecualikan dari = kewajiban
menyampaikanSPTTahunar)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Jenis Pajak

PPh Pasal 4(2) setor sendiri
PPh Pasal 4(2) pemotongan
PPh Pasal 15 setor sendiri
PPh Pasal 15 pemotongan
PPh Pasal 21

PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 25

PPh Pasal 22 impor setor
sendiri (dilunasi bersamaan
dengan bea masuk, PPN,
PPNBM)

PPFPh Pasal 22 impor yang
pemungutan oleh Bea Cukai

PPh Pasal 22 pemungutan
oleh bendaharawan

PPFPh Pasal 22 migas

PPh Pasal 22 pemungutan
oleh WP badan tertentu

PPN & PPNBM

PPN atas kegiatan
membangun sendiri

PPN atas pemanfaatan BKP
tidak berwujud dan/atau JKP
dari Luar Daerah Pabean

PPN & PPNBM Pemungutan
Bendaharawan

PPN dan/ atau PPNBM
pemungutan oleh Pejabat
Penandatanganan Surat
Perintah Membayar sebagai
Pemungut PPN

PPN & PPNnBM Pemungutan
selain bendaharawan

FPPh Pasal 25 WP kriteria
tertentu yang dapat
melaporkan beberapa Masa
Pajak dalam satu SPT Masa.
(Pasal 3 ayat (3IB) UU KUP)

Pembayaran masa selain
PPh Pasal 25 WP kriteria
tertentu yvang dapat
melaporkan beberapa Masa
Pajak dalam satu SPT Masa.
(Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)

Batas Penyetoran (Pasal 2
PMIKK 242/ 2014)

tgl 15 bulan berikutnya
tgl 10 bulan berikutnya
tgl 15 bulan berikutnya
tgl 10 bulan berikutnya
tgl 10 bulan berikutnya
tgl 10 bulan berikutnya
tgl 15 bulan berikutnya

saat penyelesaian dokumen
PiBE

1 hari kerja berikutnya

hari yvang sama dg
pembayaran atas
penyerahan barang

tgl 10 bulan berikutnya

tgl 10 bulan berikutnya

akhir bulan berikutnya
setelah masa pajak berakhir
& sebelum SPT masa PPN
disampaikan

tgl 15 bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir

tgl 15 bulan berikutnya
setelah saat terutangnya
pajak

tgl ¥ bulan berikutnya

harus disetor pada hari yang
sama dengan pelaksanaan
pembayaran kepada PKP
Rekanan Pemerintah melalui
KPPMN

tgl 15 bulan berikutnya
setelanh Masa Pajak berakhir

harus dibayar paling lama
pada akhir Masa Pajak
terakhir.

harus dibayar paling lama
sesuai dengan batas waktu
untuk Masing-masing jenis
pajak.

Batas Pelaporan UU
KUpP

tgl 20 bulan berikutnya
tgl 20 bulan berikutnya
tgl 20 bulan berikutnya
tgl 20 bulan berikutnya
tgl 20 bulan berikutnya
tgl 20 bulan berikutnya

tgl 20 bulan berikutnya

hari kerja terakhir
minggu berikutnya

14 hari setelah masa
pajak berakhir

tgl 20 bulan berikutnya

tgl 20 bulan berikutnya

akhir bulan berikutnya
setelah masa pajak
berakhir

akhir bulan berikutnya
setelah masa pajak
berakhir

akhir bulan berikutnya
setelah Masa Pajak
berakhir

akhir bulan berikutnya
setelah masa pajak
berakhir

akhir bulan berikutnya
setelah masa pajak
berakhir

20 hari setelah
berakhirmya Masa Pajak
terakhir

20 hari setelah
berakhirmya Masa Pajak
terakhir.
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PERPAJAKAN BISNIS

Chapter 2
PAJAK PENGHAISLAN

PASAL 21 & 26

Oleh:
Dyah Cahyasari, SE, MM.

PRADITA UNIVERSITY
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PPh21 PPh26
adalah pajak yang dikenakan WP adalah menganut tentang
orang pribadi dalam negri atas pemotongan atas penghaislanyang
penghasilan yang terkait dengan bersumber dari Indonesia yang
pekerjaanjasa/ kegiatanpenghasilan diterima atau diperoleh WP LN /
yang dimaksud meliputi; upah, gaji, SPLNselainbentuk usahatetap

honorarium dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk
apapun
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Pengenaan Pajak terhadap Wajib Pajak Luar Negeri dibagi 2 :

—~

WPLN yang - WPLN yang

melakukan - memperole
kegiatan/ . pen% asilan
usaha di \ ari
Indonesia Indonesia

lalui BUT tanpa melalui
melalul BU pBUT

Otoritas perpajakan di 6
Indonesia tidak mempunyai hak PPI:nPe(:fga(:tﬁr
pemajakan atas WPLN yang tidak tentang hal ini

memiliki BUT di Indonesia,
kecuali atas penghasilan yang
bersumber dari Indonesia saja.
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PEMOTONG PAJAK

PPh21 PPh26

£

Dana pensiun,

1. Pemberi kerja 1. BadanPemerintah
Bendahara atau pemegang kas 2. SubjekpajakDN
pemerintah 3 BUT

4.,

4. Orang pribadi Penyelenggaraegiatan

5. Penyelenggara kegiatan
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ObjekPPhPasal21l

1. Penghasilan yang diperolen pegawai tetap, baik yang bersifat teratur
maupuntidak teratur

2. Penghasilanyang diperoleh penerima pensiun secarateratur berupa uang
pensiunatau penghasilansejenisnya

3. Penghasilanpegawal tidak tetap / tenaga kerja lepas seperti. upah harian,
mingguan bulanan satuan, Borongan

4. Imbalan kepada bukan pegawai seperti. honorarium, komisi, fee, imbalan
sehubungandenganpekerjaanjasadankegiatanyang dilakukan

5. Imbalan kepada peserta kegiatan seperti: uang saku, presentasj rapat,
honorarium,hadiah/ pergnhargaandalam bentukapapundan sejenisnya
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ObjekPPhPasal21l

6. Penghasilanberupauangpesangon uang mafaat pensiun tunjanganharitua
yang dibayarkansekaligusdimanapembayarannyamelewati jangkawaktu 2
tahun sejakpegawaiberhentibekerja

7. Penghasilan/ imbalan yang bersifat tidak teratur yang diperoleh anggota
dewan komisaris/ dewan pengawasyangtidak merangkapsebagaipegawali
tetap padaperusahaanyangsama

8. Penghasilan berupa jasa produksi bonus, gratifikasi, yang bersifat tidak
teratur diperolehmantan pegawai

9. Penghasilanpenarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang
masih berstatus pegawal
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ObjekPPhPasal21l

10.Penghasilanno. 1-9 yang diterima dengan bentuk apapun yang diberikan
oleh:

A WPyangdikenakanPPhbersifat final
A WP dikenakanPPhberdasarkannormaperhitungankhusus




OBJEK PAJAK

PphPasal26

Objekyangdlpotong padaumumnyasamadengan
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Dividen
Bungatemasukimbalandan diskonto

Royalti, sewa, penghasilansehubungandengan

penggunaanharta

Imbalansehubungandenganjasa/ pekerjaan/

kegiatan

Hadiah& penghargaan

Pensiun& pembayaranberkalalainnya
Premiswap &transaksilindungnilailain

Keuntungankarenapembebasanutang
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Y  MATERI PAJAK PENGHASILAN
1. Tarif PPh orang pribadi
Perubahan tarif dan bracket Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan.
Lapisan UuU PPh UU HPP
Tarif Rentang Penghasilan Tarif Rentang Penghasilan Tarif

I 0 - Rp 50 juta 5% 0 - Rp 60 juta 5%

] >Rp 50 - 250 juta 15% >Rp 60 - 250 juta 15%

[l >Rp 250-500 juta 25% >Rp 250-500 juta 25%

IV >Rp 500 juta 30% >Rp 500 juta - 5 miliar 30%

V >Rp 5 miliar 35%
Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi
batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam RUU HPP, besaran PTKP tidak berubah yaitu bagi orang pribadi lajang sebesar Rp4,5 juta per
bulan atau Rp54 Juta per tahun. Tambahan sebesar Rp4,5 juta diberikan untuk Wajib Pajak yang kawin
dan masih ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.

Pasal Terdampak

 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah

 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (3) diubah

—




Tarif TerbaruBadan (WPB) * pRADITA
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@) 1. MATERI PAJAK PENGHASILAN

Tarif PPh Badan ditetapkan tetap menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Tarif PPh Badan Perbandingan rata-rata Tarif PPh Badan
Tahun Pajak Tarif UU PPh | Tarif UU HPP Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021
Tahun 2020 - 2021 22% Rata-Rata OECD (%) 23985 2353 23,12 22,88 2281
Tahun 2022 dst. 20% 22% Rata-Rata Amerika (%) 2829 28,11 27,36 27,33 27,16
Rata-Rata G-20 2592 2529 24 90 24 60 2417
Rata-Rata ASEAN 2267 2267 22,67 22,17 22,17

Sumber KPMG. diolah

+ Kebijakan batas tidak kena pajak dan tarif telah dilakukan penyesuaian dalam UU HPP sesuai
perkembangan ekonomi Indonesia dan tren global

+ Terhadap pelaku usaha UMKM berbentuk badan dalam negeri tetap diberikan insentif penurunan tarif
sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Ps 31E.

+ Bagi WP orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, diberikan pengecualian pengenaan pajak
terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta.

» Oleh karena itu sesuai dengan salah satu tujuan UU HPP untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan

mempertimbangkan asas keadilan, Pemerintah perlu mempertahankan tarif PPh badan mulai Tahun Pajak
2022 sebesar 22%.
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Pengh ilan r u XXX

RUMUS Gaji sebulan XXX
Tunjangan PPh XXX
Tunjangan danmn honorarium lainnyaskxx
Premi KK, JK, JHT, JPK dibayal >xxx
Premi asuransi yang dibayar perr XXX
Penerimaan dalam bentuk naturaa >xXXxXx -+
Penghasilan bruto XXX
Pengurangan:
Biayva jabatan (520 X penghasilan xxx
iuran pensiun/ THT/JHT (yvang dib xxx —+
Jumilah pengurangan XXX XK
Penghitungan PPh Pasal 21:
Penghasilan neto sebulan XXX
penghasilan neto setahun (x12) XXX
PTKP XXX -
PPh Pasal 21 yang terutangsesuai te XXX
PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan XXX
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TARIF PPH PASAL 26

20% XJumlahBruto

A\pabilaterdapat persetujuanPenghindaranPajakBerganda(P3B)/ Tax Trealy,
maka pengenaanPPh Pasal26 mengecupada ketentuan yang terdapat dalam
P3B tersebutO
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Ob jek

e

5

PPhPasal26 Penjuala

Yarif

Penghasilan dari penjualan harta berupa:
20% »Perkiraan

e perhiasan mewah, berlian,
Neto x Hargalual

* emas, intan,

* jam tangan mewah, barang antik,

e lukisan, mobil,

* motor, kapal pesiar, dan/atau

* pesawat terbang ringan di Indonesia,

kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2, yang diterima atau
diperoleh WPLN selain BUT di Indonesia.

20% x 25% x Harga Jual

AK



# PRADITA PPhPasal26 PremiAs 20% x
PerkiraanNeto
X Premi

Jenis Penghasilan Perkiraan
Penghasilan

Neto

Premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi o
di Luar negeri, baik secara langsung maupun melalui Pialang. 5 O A)

Premi yang dibay;rioleh perusahaan asuransi yang o
berkedudukan di indonesia kepada perusahaan asuransi di 10 /0
luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang.

Premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang o
berkedudukan di indonesia kepada perusahaan asuransi di 5 /0
luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang.

20% x Perkiraan Penghasilan Neto

Premiasuransi& reasuransiyangdibayarkanpadaperusahaanasuransiLN ecualimemiliBUT di Indonesia)
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Syarat saham yang diperjualbelikan adalah :
Saham dari PT di Dalam Negeri yang tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan public.

Jika Pembeli adalah :

« WPLN, maka pemotong pajaknya adalah Perseroan (PT Dalam Negeri) yang sahamnya diperjualbelikan.

« WPDN yang ditunjuk sebagai pemotong, maka pemotong pajaknya adalah WPDN sebagai pembeli. Dan
Perseroan hanya mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual.

Pasal 18 ayat 3C > Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit companyatau special
purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan
pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia

20% x
PerkiraanNeto
X HargalJual

STUDI PAJAK
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20% dari Penghasilan Kena Pajak
< sesudah dikurangi Pajak

Pajak dari suatu bentuk
usaha tetap di Indonesia

ka pengenaan PPh Pasal 26 mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam P3Bters v(, . .
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ContohPerhitunganBranch Profit Tax

PENGHASILAN KENA PAJAK

BUT DI INDONESIA Rp 17.500.000.000
PPh TERUTANG : a
25% X Rp17.500.000.000 Rp 4.375.000.000
PKPSETELAH
DIKURANGI PAJAK Rp 13.125.000.000 !
PPh PSL 26 YG DIPOTONG (20%) (Rp 2.625.000.000)
PENGHASILAN YG DIKIRIM KE

KANTOR PUSAT Rp 10.500.000.000

’ i APABILA DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA,
’ MAKA TIDAK DIPOTONG PAJAK

STUDI PAJAK
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Dikecualikan dari pengenaan Branch Profit Tax apabila Penghasilan kena pajak
sesudah dikurangi PPh dari suatu BUT ditanamkan kembali di indonesia dalam
bentuk :

- Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di
indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;

- Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di
indonesia sebagai pemegang saham;

- Pembelian aset tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT
atau melakukan kegiatan BUT di indonesia; atau

- Investasi berupa aset tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT
atau melakukan kegiatan BUT di indonesia

Dalam hal persyaratan di atas tidak lagi dipenuhi, atas Penghasilan Kena Pajak

sesudah dikurangi PPh dari suatu BUT yang terkait terhitung sejak diperolehnya

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi PPh, dan dikenai sanksi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. .
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